
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

a. bahwa dalarn rangka pengharmonisasian Peraturan Daerah
Kota Banjarrnasin Nomor 16 Tahun 2014 ten tang
Penyelenggaraan Reklame, maka Peraturan Wali Kota
Banjarrnasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksana Penyelenggaraan Reklarne, dipandang perlu untuk
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
ten tang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana
Penyelenggaraan Reklame;
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Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam .Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20jPRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian­
Bagian Ja1an;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2010 Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012
ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 3);

14. Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KotaBanjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Wali Kota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah KotaBanjarmasin.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang KotaBanjarmasin.

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPI'SP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBanjarmasin.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

Pasall

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggara Reklame (Berita daerah
KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor23), diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA
PENYELENGGARAAN REKLAME.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

18.

17.

Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 37);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pemanfaatan Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjannasin Nomor 47);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

16.



Dilarang menyelenggarakan Reklamepada:
a. persil-persil kantor milik instansi Pemerintah Daerah;
b. tempat / sasaran pendidikan dan tempat ibadah; dan
C. persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyele~ggara

Reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau
memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan.

(1)

Pasal7

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

massa, organisa~i sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lamnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
~ntuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang,
jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca
dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan
oleh Pemerintah.

10. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan
reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

11. Titik Reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan
bidang reklame.

12. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan
guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara
reklame.

13. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame
dari permukaan tanah rata-rata.

14. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang
reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar / plat
beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat
kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.

15. Di atas Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatap/atas
bangunan/ gedung.

16. Menempel pada Bangunan adalah titik reklame yang menempel /menyatu
pada bangunan,baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.

17. Izin adalah ijin penyelenggaraan reklame.
18. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk

menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri atau pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

19. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah izin
yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan
konstruksi reklame.

20. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah atau laban di Daerah Milik Jalan
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

21. Kawasan Tanpa Rokok adalah Ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, darr/atau mempromosikan Produk Tembakau.

22. Jalan Utama adalah Jalan besar yang menjadi pangkal darijalan lain.
23. Jalan Protokol adalah Jalan utama di kota-kota besar atau jalan nasional,

provinsi, jaringan jalan strategis provinsi rencana sesuai dengan SK
Menteri.

24. Tim Reklame adalah gabungan instansi telmis di lingkungan Pemerintah
Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas
permohonan izin penyelenggaraan reklame.



Tata cara Pengajuan Permohonan lzin Reklameadalah sebagai berikut:
a. Pemohonmengajukan permohonan lzin Reklameke DPMPTSP;
b. berkas yang dinyatakan lengkap dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang untuk dilakukan verifikasidata dan survey lapangan:
1. untuk Reklamebaru, hasil veriftkasidata dan survey lapangan yang

sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis kemudian
diproses untuk diterbitkan rekomendasi persetujuan Izin Reklame
dan untuk Reklame besar dengan ukuran dari .?: 24 (dua puluh
empat)meter persegi berdasarkan pertimbangan TimReklame;dan

2. hasil verifikasi data yang tidak memenuhi dengan persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka berkas
akan dikembalikan ke DPMPTSP untuk dikembalikan lagi ke
Pemohon agar dilengkapi persyaratannya, dan untuk hasil survey
lapangan yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka akan
dibuatkan rekomendasi penolakan lzin Reklame.

c. rekomendasi Izin Reklame yang sudah ditandatangani pejabat yang
berwenang dikirim ke Badan Keuangan Daerah untuk dibuat Surat
Ketetapan Pajak Daerah; dan

d. salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sudah selesai dikembalikan
ke DPMPTSPsebagai dasar pembuatan lzin Reklame.

Pasa111

3. Ketentuan Pasal 11diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

(2) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame Billboard atau baleho:
a. diatas saluran sungai;
b. di lapangan olahraga terbuka;
c. jenis tiang yang sebagian atas seluruh papan Reklamenya berada

diatas jalan;
d. jika kaki konstruksi Reklamemasuk ke dalam badan sungai atau

saluran;
e. untuk Reklamepapan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak

bolehmengarah dan menyilaukan pandangan pemakaijalan; dan
f. memasang Reklame dekat jaringan listrik dengan radius 2 (dua)

meter.
(3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, spanduk, baleho,

banner, umbul- umbul pada:
a. tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar,

tanaman serta pagar pembatas jalan;
b. tiang-tiang traffic light, melintang jalan, jembatan dan median jalan;

dan
c. jalur hijau (kecualidi pasang pada Panggung/Lokasi Reklame).

(4) Dilarangmenempatkan atau memasang Reklameselebaran pada tembok­
tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.

(5) Dilarang memasang Reklame balon apabila penyelenggaraannya
dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Daerah Milik Jalan
(Damija).



~SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 54-

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal J., l~gustus 2' 21

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

~~.
IBNU SINA

WALl KOTA BANJARMASlN

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 11. tu'" ~1gus S ~l.:::

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II


